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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR [3 TAHUN 20O8 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN 
DI KABUPATEN JEPARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAT] JEPARA 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 20o7 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Atats emerintah, Pererintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 200 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah gerte Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka dipandang 
perlu untuk menyesuaikan Stuktur Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di 
Kabupaten Jepara 

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerat-Daerah Kabupaten Dalamn Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengan 

2.Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nmor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2008 Nomor 
59Trnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 
4844) 
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4 Undang-Undang Nomo, 33 Tahun 2004 tentang PenmbangM l 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daergh 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438) 

5. Peraturan Pererintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nom6r 4588), 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pelman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara 
Pernerintahan Daerah (Lemnbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593) 

7 Peraturan Pererintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Perbagian Urusan ernerintahan Atare Pererintah, 
Pemetintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Kot (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007, Nmor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737), 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 20O7 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Noror 4741), 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomnor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nor0r 4826 

10.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 200 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
erundang-undangan 

11 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
peerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 2 ) 

Degan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN JEPARA 

BUPATI JEPARA 
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MEMUTUSKAN­ 

PERATURAN DAERAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA 
KERJA KECAMATAN DAN KELUAHAN DI KABUPATEN 
JEPARRA 

BAB l 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimnaksud dengan 
1 Daerah adalah Kabupaten Jepara 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupatl dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pernerintahan daerah 
3. Bupati adalah Bupati Jepara 
4. Sekretatis Daerah adalah Sek@retaris Daerah Kabupaten Jepara 
5. Camnat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di 

wilaryah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 
pelimpahan kewenangan pemerintahan dar Bupati untuk menangani sebagian 
uruan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahen 

6. Keoamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten 
Sekretatis Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan di Kabupaten Jepara 

8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten 
dalam wilayah kerja Kecamatan 

g Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang 
berada di Kecamatan dan Kelurahan 

BAB II 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK KECAMATAN 

Bagian Pertama 

Kedudukan 

Pasa 2 

Keoamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis 
kewilayahan yang mempunyal wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang 
berkedudukan di bawah dan bertang9ung jawab kepada Bupati relalui Sekretaris 
Daerah 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 3 

()Susunan Organisasi Kecamatan Bateallt, Kecamatan Pecangaan, 
Kecamatan Welahan, Kecamatan Kalinyamatan, Kecamatan Mayong, 
Kecamatan Nalumsari dan Kecaatan Pakis Aji terdini dari 
a Camat, 
b. Sekretaris Kecamatan, membawahi 

1 Subbag Perencanaan dan Keuangan, 
2. Subbag Umum dan Kepegawaian 
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• Seksi Tata emerintahan 
d. Seksi Ketentraran dan Ketertiban Umur 
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa tan Perekonorian 
f Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup, 
g. Seksi Pelayanan Urum, 
h. Kelompok Jabatan Fungsional 

2) Susunan Organisasi Kecamatan Keling, Kecamatan Bangsri, Kecamatan 
longgo, Kecamatan Tahunan, Kecamatan Kedung, Kecamatan Kembang dan 
Keamatan Donorolo terdint dart 
a. Camat, 
b. Sekretaris Kecamatan, membawahi 

1 Subbag Perencanaan dan Keuangan 
2. Subbag Umum dan Kepegawaian 

¢. Seksi Tata Pererintahan; 
d Seksi Ketentraman, Ketertiban Urum dan Pengamanan Pantai 
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa an Perekonomian 
f, Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup 
g. Seksi Pelayanan Umum, 
h, Kelompok Jabatan Fungsional. 

(3) Su$nan Organisasi Kecamatan Jepara terdiri dart 
a. Camat, 
b. Sekretaris Kecamatan, membawahi 

1 Subbag Perencanaan dan Keuangan 
2. Subbag Umum dan Kepegawaian 

• Seksi Tata emerintahan dan Perkotaan 
d. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan Pantai 
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Perekonomian, 
f Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup 
g. Seksi Pelayanan Umum 
h. Kelompok Jabatan Fungsional 

(4) Susunan Organisasi Kecamatan Karirunjawa terdini dari 
a.Camat, 
b. Sekretaris Kecamatan, mermbawahi 

1 Subbag Perencanaan dan Keuangan 
2 Subbag Umum dan Kepegawaian 

¢. Seksi Tata Pererintahan, Ketentraman dan Katertiban Umum 
d. Seksi Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 
e, Seksi Pemberdayan Masyarakat Desa dan Perekonomian, 
f. Seksi Sosial, Lingkungan Hidup dan Taman Nasional, 
g. Seksi Pelayanan Umum, 
h. Kelompok Jabatan Fungsional 

(5) Bagan Susunan Organisasi Pererintah Kecamatan sebagaimana dimaksud 
dalarn ayat (1) teroantum pada Lampiran l yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan edai Peraturan Daerah ini 

(6) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud 
dalamn ayat (2) tercantum pada Lampiran ll yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan di Peraturan Daerah ini 

(7)Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) tercantum pada Larnpiran Ill yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 
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(8) Bagan Susunan Organisasi Pererintah Kecaratan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (4) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dani Peraturan Daerah ini 

Bagian Ketiga 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 4 

(1)Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang 
dilimpahkan oleh Bupati untuk menanganl sebagian urusan otonormi daerah 

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimnaksud pada ayat (), Carat 
menyelenggarakan fungsi 
a. mengkoordinasikan kegiatan perberdayaan masyarakat, 
b, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum 
• mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang 

undangan, 
d. mengkoordinasikan pemeliharaan parasarana dan fasilitas umum, 
e. mengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

ecamatan 
f membina penyelenggaraan pemerintahan dese dan/ atau kelurahan 
g. melaksanakan pelayanan mnasyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 

dar/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan 

BAB Ill 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TU GAS POKOK 
KELURAHAN 

Bagian Pertama 

Kedudukan 

Pasal 5 

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten 
dalam wilayah Kecarnatan dipirnpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan 
bertang9ungjawab kepada Bupati melalui Camat 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasl 

Pasal 6 

() Susunan Organisasi Kelurahan Kauman, Kelurahan Demaan, Kelurahan Bul 
Kelurahan Jobokuto, Kelurahan Karangkebagusan, Kelurahan Ujung Batu terdirt 
dari 
a. Lurah 
b Sekretaris Kelurahan 
¢. Seksi Pererintahan dan Pengarnanan Pantai 
d. Seksi Ketentraman, Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, 
e. Seksi Perekonomian dan Sosial 
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2)Susunan Organisasi Kelurahan Panggang, Keluraha Pingkol, Kelurahar 
Bapangan, Keluraha Potroyudan, Kelurahan Sanripan terdini dart 
a. Lurah, 
b. Sekretaris Kelurahan; 
c. Seksi Pemerintahan 
d. Seksl Ketentraman, Ketertiban, Kebersilhan dan Keindahan, 
e. Seksi Pereonomian dan Sosial. 

(3) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantunm 
pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per@turan 
Daerah ini 

(4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum 
pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan da peraturan 
Daerah inl 

Bagian Ketiga 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 7 

(1)kKelurahan memnpunyai tugas menyelenggarakan urusan pererintahan 
pembangunan dan kemas yarakatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang dilimpahkan oleh Bupati 

2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimnaksud pada ayat (), Kelurahan 
menyelenggarakan fungsi 
a. melaksanakan kegiatan permerintahan kelurahan, 
b. melaksanakan pemberdayaan mas yarakat, 
¢. pelayanan masyarakat, 
d. menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban urum, 
e. menyelengarakan permeliharaan prasarana dan fasiltas pelayanan umurn, 

dan 
f pembinaan lembaga kemasyarakatan 

BAB IV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 8 

Kelompok Jabatan Fungsional yang terdapat pada Kecamatan dan Kelurahan 
mempuryai tugas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan 

Pasal 9 

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagairana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dart 
ejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang teragi dalam 
berbagai kelorpok sesuai keahliannya 
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimnaksud dalam ayat (1), dipimpin 
oleh seorang tenaga fungslonal senior yang ditunjuk oleh pe]abat yang 
berwenang dan bertanggungiawab kepada Camat atau Lurah, 

(3) Jumlah Jabatan fungsional sebagalmana dirnaksud dalam ayat (1), ditentukan 
berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang ada, 

(4) Jenis Jabatan Fungsional dan pembinaanya sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku 

TATA KER.JA 

Pasal 10 

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Unit Organisasi qdan kKelorpok 
Jabatan Fungsional pada Kecamatan dan Kelurahan wajib menerapkan prinsip­ 
prinsip koordinasl, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing 
maupun antat satuan organisasi sesuai tugas dan fungsinya. 

Pasal 11 

Setiap pirnpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing 
dan bila terjadi penyimnpangan agar mengambit langkah-langkah yang dipertukan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

asal 12 

Setiap pimpinan satuan organisasi bertang9ungiawab 
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikar 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya 

Pasal 13 

merpin 
bimbingan 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
• bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan meryiapkan laporan berkala 

tepat pada waktunya. 

Pasal 14 

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya 
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanijut 
dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya 

Pasal 15 

Dalam menyarnpaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan 
wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 
empunyai hubungan er]a 

Pasal 16 

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisagi dibantu oleh 
atuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada 
bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala 
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BAB VI 

ESELON 

Pasal 17 

(1)Carat merupakan Jabatan Struktural Eselon Ill a, 

(2) Sekretaris Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon Ill b; 

(3)L.rah dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselorn 
Iv 

(4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecaratan, Sekretarigs Keluarahan dan 
Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan Jabatan Stuktural Esel3n IV b 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 18 

(1)Camat apabila dimutasikan men]adi Kepala Bidang pada Dinas Daerah / Badan 
atau Kepala Bagian / Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah tetap 
dlberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalarn jabatan struktural 
eselon Illa 

(2) ada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat Struktural di Kecarnatar 
dan Kelurahan yang sudah ada dan masih melaksanakan tugas tetap 
menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya Pe]abat Struktural 
berdasarkan Peraturan Daerah ini 

(3) Pelaksanaan Penataan Organisasi Peranghat Daerah berdasarkan Peraturan 
Daerah ini dilakukan paling lambat pada tanggal 2 Januari 2009 

BAB VIN 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

Pada saat Peraturan Daerah in mulal berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerat 
Kabupaten Jepara Nomor 11) dan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 
Tatun 2007 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 
Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 



(1) l(dtu r.br' kiiul nms.mr dnd.n ius6, tuns.i, d.n b k da K.6Ebn
d6KdlEh.ndEfuddgP€dtJ€narE[:

m P€du6n kEh 
'n 4antsno nss.nri

bkri. Frd€lnaan@ di.ll,l r€bih l.nid obh srat.

htuEn Dssh ini mubr b.rr.r(u pd

mEFbhU'@,mamlifthlcn
D;d 

'n' 
e@ tsmnpd.imr ddrm LtfuEn D*Eh ribuptu J.paE

ptd3E,r$.r a Nrtoitlr ,@3

pEdsbnqqar 4 N,Pd ro.a

EPARATAHUN 2003 NoMoR t,

Pasal 20 

(1)/Ketentuan lebih larjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Kecamatan 
dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati 

(2) Hal-hat lain yang belurn diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menganai 
tekris pelakganaannya diatur ebih lanjut oleh Bupati 

Pasal 21 

Peraturan Daer ah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, rernerintahkan Pengundang ergturan 
Daerah ini dengan penempatanrya dalamn Lembara Daerah Kabupaten Jepara 

Dittapkan di Jepara 
pada tanggal 6 Nope»be 008 

HENDRO MARTOJO 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal % Nopbe 2.008 

Pt SEKRETARIS DAERAH 

0., 
BASIRUN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUJN 2O0OB NOMOR 13 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 13 1AUN 2008 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KER,JA KECAMATAN DAN KELURAHAN 
DI KABUPATEN JEPARA 

I. PENJELASAN UMUM 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pererintah Keoamatan dan 
Pemerintah Kelurahan adalah merupakan tindaklanijut dari ketentuan yang 
diamanatkan oleh Peraturan Pererintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah 

Pengaturan Kelembagaan Perangkat Daerah ini dimaksudkan sebagai 
pengganti dal perbentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah lama 
yang masih mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Noor 8 Tahu 2003 
Dergan adanya Peraturan Pernerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Keluraher 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 200 tentang Kecamatan, makes 
perlu diadakan penyesuaiain-pen/80ala0 

0leh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas, perlu dibentuk 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
dan Tugas Pok&k Pererintah Kecamatan da Pererintah Klurahan di 
Kabupaten Jepara 

" PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasal 3 
Cukup jelas 

Paa 4 
Cukup jelas 

Pasat 5 
Cukup jelas 

asal 6 
Cukup jelas 

Pasat 7 
Cukup jelas 



clkuPje'6

cuhrPier4

cukuPtera,

curorpl.b

c!*upj6r..

curorFr*

cuiupFh3

cukuplera!

Curopl6h.

cukupj.r.s

cuhrpiera

cukupl6ras

! cukqFla!

cukuPi!r!.

I 

i 

' 

' 
I 

S. 
Cukup jele 

Pasal 
Cukup jeles 

Pasal 10 
Cukup jels 

Pasal 1f 
Cukup jela 

Pasal 12 
Cukup jelas 

Peal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 
Cukup jelas 

Pasal 15 
Cukup jelas 

Pasal 16 
Cutup jelas 

Pasal 17 
Cukup jels 

Passl 18 
Cukup jelas 

Passl 19 
Cukup [els 

Pasal 20 
Cukup jelas 

Pasal 21 
Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN IEPARA NOMOR ff 
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